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KABUPATEN MOJOKERTO 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MOJOKBRTO 

NOMOR: 727/PP.03.2-Kpt/3516/KP'U-Kab/X/2019 

TENT ANG 

TATA CARA PENI>AFTARAl'I' DAN PEMBERIAII' AKREDITASI 
PEMAlfTAU PEMILIHAN DALAM HEGER! 

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKn. BUPATI MOJOKERTO 
TAHUft' 2020 

KE'l'OA KOMISI PEMILIIL\JII UMU)I[ RABUPATEII' MOJOKERTO, 

Mernmbang a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) 
Undang-undang Nomor l Tahun 201.'i Tt"ntang 
Penetapan Pcraturan Pemenntah Pengganti 
Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang 
PemilihanGubemur, Bupau, dan Wahkota Menjadi 
Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kah 
drnbah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016, rnenyatakan bahwa untuk 
menjadi pemantau Permlthan, lembaga pemanta.u 
mendaftarkan kepada KPU Kabupaten untuk 
Pemihhan Bupab dan Waktl Bupati, 

b. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal 33 
Peraturan Komisi Pemihhan Umum Nomor 8 
Tahun 2017 ten tang Sosialisasi, Pendidikan 
Pemtlih dan Partisipasi Masyaraka.t Dalam 
Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubemur, Bupati 
dan Wakil Bupati dan/atau \1.'alikota dan Wald! 
Waltkota, ba.hwa tata cara pendaflaran dun 
pembcrian akreditasi pemantau pemilihan dalam 
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negeri drtetapkan dengan Keputusan KPU 
Kebupaten; 

c. bahwa berdadarkan pertimbangan sebagaimana 
drmaksud pada huruf a dan b perlu mcnctapkan 
Keputusan Komisi Pemihhan Umum Kabupaten 
Mojokerto tentang Tata Cara Pendaftaran Dan 
Pemberian Akreditasi Pcmantau Perni!Jhan Dalam 
Negeri Pad.a Permhhan Bupah Dan Wakll Bupab 
MoJokerlo Tahun 2020. 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant:J. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemihhan Gubemur, Bupati, dan V.'ahkota 
menJad1 Undang-Undang, (Lembanm Negara RI 
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5656), sebagaimana Ielah 
beberapa kah diubah menjadi Undang-Undang 
Nomor B Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pcrubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemenntah Penggant.J 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tent.ang 
Pemtlihan Gubernur, Bupali, <lan Wabkota 
menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara RI 
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomur 5898); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pem,hhan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Numor 
6109); 

3 Peraturan Komisr Pemilihan Umum Nomor 64 
Tahun 2009 tentang Peduman Pemantau dan Tata 
Cara Pemant.auan Pemihhan Umum Kepala 
Daerah dan Wak.tl Kepala Daerah; 

4 Peraturan Komisi Pf'm11ihan Umum Repubhk 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Soaialieaar, Pendidikan Pcmihh dan Partieipasr 
Masyarakat dalam Penul!han Gubemur dan Wakil 
Gubemur, Bupal! dan Wak:il Bupati dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota; 

5 Peraturan Komisi Pemihhan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata KeIJa Komrar Pemihhan 
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Umum, Komisi Pemihhan Umum Provmsr, dan 
Komis1 Pem,Jihan Umum Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Komisi Permlihan Umum Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemihhan Gubemur dan 
Wakil Gubemur, Bupan clan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota clan Waktl Walikota Tahun 
2020; 

7. Keputusan Kormsi Permlthan Umum Kabupaten 
Mojoke1 to Nomor 721 /PP.O l 2-Kpt/ 3516/KPU- 
Kab/lX/2019 Tcntang Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemthhan Bupati dan 
Wakil Bupati MoJokerto Tahun 2020, 

8. Keputusan Kormsi Pemilihan Umum Kabupaten 
Mojokerto Nomor 726/PP.06.2-Kpt/3516/KPU- 
Kab/X/2019 tentang Pedoman Tekrus 
Pelaksanaan Sosiaiisasi dan Patiisipasi 
Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Waktl 
Bupat:i Mojokerto Tahun 2020 

Memperhaokan . Serita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mojokerto 
Nomor 80/ PP.03.2-BA/3516/KPU-Kab/X/2019 
tanggal 30 Oktober 2019. 

MEMUTUSK.4.N: 

Menetapkan KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KESA TU 

KEDUA 

KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TATA CARA 
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDTTASI 
PEMANTAU PEMILIHAN DAL.AM NEG�K.l PADA 
PEMIUHAN BUPATT DAN WAKIL RUPATI 
MOJOKERTO TAHUN 2020 

Menetapkan Tata Cara Pe-ndaftaran dan Pembenan 
Akrcd1tasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada 
Pem1hhan Bupati dan Wakil Bupat:J. Mojokerto Tahun 
2020 sebaga1mana drmaksud dalam Keputusan mi, 
terdapat dalam LAMPIRAN I yang merupakan bag,an 
tidak terpisahkan dan Keputusan ini. 

Menetapkan Formulir Pendaftaran dan Akredrtaai 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 1n1, 
terdapat dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian 
tidak terprsahkan dari Keputusan mi 
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai dttetapkan, 

Ditetapkan di MoJokerto 
Pada tanggal, 31 Oktober 2019 

KETUA KOMISI PEMll.lHAN UMUM 
XABUPATJtN MOJOKERTO, 

ttd 

MUSLIM BUKHORI 

&tbnan ""su1u dengan aslinya 
SEKRl','TARIAT KOMIS] PEMlUIIJ\N UMUM 
KABUPATEN MOJOKERTO 
K�J)"la Sub Bag,an Hukum 

BILQIS FADHILLAH 
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UMPIRAN 1 
KEPUTUSAN KOMIS! PEM!LlHAN UMUM 
KABUPATEN MOJOKERTO 
NOMOR 727/PP03 2·Kpt/3516/KPU- 
Kab/Xl/20l9 
TENT ANG 
TATA CARA PENDAl'TARAN DAN 
PEMBERTAN hKREDTrASI UNTUK 
PF,MANI'AU PEMJLIHAN DAlAM !'.EGER! 
PADA PEMJLlHAN BUPATI DAN WAKIL 
BUPATl MOJOKERTO TA HUN 2020 

TATA CARA PERDAFI'ARAN DAN PEMBERL\11 AKREDITASI 
UNTUK PEMANTAU PEMILIHAN' DAI.AM NEGERI 

PADA P&MILlHAif BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO 
TAHUN 2020 

BAB! 

PENDAHULUAN 

A, Latar Bfllakang 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatJ. 
Mojokerto Tahun 2020, Kom1si Perrulihan Umum Kabupaten Mojokerto 
melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih dengan 
melihatkan partisipasi masyarakat tennasuk dalam hal pemantauan 
pelaksanaan Pemilihan dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan 

membuka ruang partrsrpast masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan 
BupatJ. dan Wakil OupatJ. Mojokerto Tahun 2020 yang berintegritas. 

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Pcraturan 

Korms! Pemihhan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Soaiaheasr, 
Pendtdikan Permhh dan Parnsipaet Masyarakat dalam Pemthhan 

Cubernur dan Wakil Gubernu r, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 
Walikota dan Wakil Wahkota, Komisi Pemihhan Umum Kabupaten 
Mojokerto menetapkan Keputusan tentang Tata Cara Pendaftaran dan 

Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Ncgeri pada Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupatt Mojokerto Tahun 2020 
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B. Malraud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Tata Cara Pendaftaran dan Pembenan 
Akred1tasi mi adalah sebagai panduan bagi : 

1 Komisr Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan 

tahapan pendaftaran dan pembertan akreditasi pemantau dalam negeri 
pada Pemihhan Bupati dan Wakil Bupatl MoJokerto Tahun 2020; 

2 Pemantau Pemilihan yang mgin mendaftarkan din dalam Pemihhan 

BupatJ. dan Walol Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. 

Tujuan disusunnya keputusan m, adalah 

I. Menjadi pedoman bagr penyelenggara perruhhan dalam melaksanakan 

tahapan pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau sesuai asas 
mamltn, jujur, adil, kepasuan hokum, terttb, kepentingan umum, 
keterbukaan, µroporsional, profoonahtas, akuntabilil.tts. efierenei, 
efektivstas d,m aksesrbtlitaa 

2. Memberikan informaai kepada lembaga pemantau pcmilihan yang akan 

mengikub proses pendaftaran Pemant.i.u Pemihhan Bupati dan Wakil 
Bupatl MoJOkerto Tahun 2020 

C. Ruang Llna;kup 

Rwmg hngkup keputusan ini melipuu: 
I. Syarat-syarat yang waJ1b drpenulu bagr Pemantau Pemilihan; 
2. Mckanisme pemberian akreditasi kepada Pemantau Pem,hhan 

D. Pengerllan 

l Pemthha n Aupatl dan Wak.tl Bupati Mojokerto Tahun 2020 selanjumya 
dtsebut Permlihan, adalah pclaksanaan kedaulatan rakyat d, wilayah 
Kabupaten MoJQkerto untuk meecum Bupnti dan Wak!l Bupati secara 
langsung dan demokral.!s. 

2. Komis, Pemihhan Umum Kabupaten MoJokerto, selanjutnya disebut 

KPU Kabupaten, adal.a.h lembaga penyelenggara pemilihan umum 
sebagaimana d1maksud dalam Undang-Undang penyelenggara 
pemil!han umum yang d1berikan tugas menyelenggarakan Pemrhhan 
Hupal.! dan Wak1! Bupatl berdasa.rkan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang Pemilihan 
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3. Soeialisaei Penyelenggaraan Permlihan, selanjulnya disebut Soaial1Msi 
Pemilihan, ada'llah proses penyampaian mfonnas, tentang tahapan dan 
program penyelenggaraan Pcmilihan. 

4. Partiaipaai Masy,,wdkat adalah keterlibatan perorangan dan/atau 
kelompok dalam penyelenggaraan Pemrhhan. 

5 Pemantauan Pemihhan adalah kegiatan yang dliakukan untuk 
memantau pe!aksanaan Pem1hhan. 

6 Pcmantau Pemilihan Dalam Neg,::ri adalah orgamsasi kemaayarakatan 
yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah mernpcrolch 
akreditasi dan KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan 
Pemihhan. 

7. Akreditaai adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten 
kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi 
persyaratan yang d1tetapkan oleh KPU Kabupaten. 

8. Kodc Etik Pemantau adalah prinsip-prmeip dasar etJka pemantau 
dalam pelakMnaan pemantauan Pemdihan Bupau dan Wakil Hupatl 
MoJokerto Tahun 2020. 

9 Han adalah ban kalender. 
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BABD 

PElfDAJl'TARAN PEMANTAU PEMILDIAN 

A, Ketentllall Pemantau PeJ:QfUhan, 

I Partierpasr Masyarakat dalam Pcmi\ihan dapat drlakukan dalam bentuk 
Pcmantauan Pem1hhan dengan ketentuan. 

a. T!dak melakukan keberp1hakan yang menguntungkan atau 
merugikan Pasangan Calon, 

b 'l'ldak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pem,hhan, 

c. Bertujuan meningkatkan partisipasi pohbk masyarakat secara luaa; 
dan 

d Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan 
Pemilihan yang aman, damai, tertJ.b, dan la near 

2 Pemantauan P,:milihan 

a. Pemantauan Pemihhan dapat dilaksanakan cleh Pemantau 
Pemihhan Dalam Negen dan Pemantau Pemiiihan Asmg; 

b. Pemantau Penulihan mempunyai hubungan ke!Ja dengan KPU 
Kabupaten dan Pen)'!1lwas Pemilihan Kabupaten dalam 

penyelenggaraan Pemilihan. 

3 Pemantauan Pemihhan sebagaunana dimaksud dalam Keputusan nu 

adalah Pemantau Pennhhan Dalam Negeri. 

4. Pemantau Pemihhan Dalam Negen wajrb memenuh1 persyaratan 
sebag;ii benkut: 

a bereifat mdcpcndcn; 

b mempunyai sumber <l,mn yang jelae. 

c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten eesuai 
dengan cakupan wilayah pemantauannya 

B. Peraiapan Peadaftan.n Pemaatau Pemlllha.n 

1 KPU J<abupatr-n menetapkan Panitia Pendaftaran dan Pembenan 

Akred1t.as1 Pemantau dalam Ncgeri dalam Pemilihan Bupat, dan Wakil 
Bupati MoJokerto Taliun 2020 

2 KPU kabupaten memberitahukan dan/atau mengumumkan pendaftaran 
pemantau 

3 KPU Kabup,nen melakukan scsialisasi pendaftaran Pemantau Pemilihan 

Hupatl Dan \Vakil Bupah Mojokcrto Tahun 2020 sesuai dengan Jadw,d 
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yang telah diatur dalam Keputusan Keputusan Kom111i Pemilihan Umum 

Ka bu paten Mojokerto Nomor 721/PP O I 2-Kpt/ 3516/ KPU-Kab/IX/2019 
Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelcnggaraan Pemtl.than 
Bupau dan Wdkil BupatJ. MoJokl'rtO 'l'ahun 2020 melalui media massa 
dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten 

C. Pendaftara.n Penumt..11. Pemillhan 

I. Pemantau Pem,hhan Dalam Negen waJtb mendaftar umuk mendapatkan 
akreditasi dari KPU Kabupaten. 

2. Pendaftaran dilakMnakan scsuru dengan tahapan dan Jdd"al 
sebagaunana diatur dalarn Keputusan Kom,si Pem!hhan Umum 

Kabupaten Mojokerto Nomor 721 f PP O 1.2-Kpt/3516/KPU-Kab/ JX/2019 
Tentang Tahapan, Prugram, dan Jadwal Penyelf'nggaraan Pemilihan 
BupatJ. dan Wakll Bupat, MoJokeno Tahun 2020. 

3. Pendaftaran dilakukan dengan mengtai formuhr pendattaran dan 
menyerahkan kelengkapan administrasi yang mehputi 
a. profil organisasi lcmbaga pemantau; 
b. nama dan jumlah anggota pemantau 

apabila ad.a penambahan nama dan JUmla.h anggota pcmantau 
melaporkan pada KPU Kabupaten 

c aloka,u anggota pemantau maamg-masing di tmgkat Ka.bupaten dan 
kecamatan 

apabila ada penambahan alokasi anggota pemantau melaporkan 
pada KPU Kabupaten 

d. rencana, jadwal kegiaran Pt!mantauan Pem!hhan dan daerah yang 
ingin d1pantau 

apab,la ada penambahan daerah yang dipantau melaporkan pada 
KPU Kabupaten 

c nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan 
Permhhan: 

f pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemtlihan, 

g. eurat pemyataan mengenat sumber dana yang d1tandatangani oleh 
ketua lembaga Pemantau Pem,hhan; 

h aural pernyataan mengener independensr lembaga pemantauan yang 
ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemiliban; 

1, surat penyataan atau pengalaman di b1dang pemantauan dari 
orgaruaasi pernantau yang bersangkutan atau dan pemerintah 
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negara lam tempat yang bersangkutan pemah ml"lakukan 
pemantauan bagi Pemantau Pennhhan Asmg. 

D. Penelitian Kel.,ngbpan Ad..ministrQ.f 

l. KPU Kabupaten melakukan pene!Jtian adminiatraai terhadap 
perlengkapan perayaratan pemantau yang mendaftar 

2. KPU Kabupaten rnenenu dan selanjutnya memberikan atau tldak 
memberikan persetujuan kepada Calon Pemantau Permhhan dengan 
mekarusme sebagai berikut . 

a Calon Pementau Penulihan menyerahkan dokumcn pendaftarnn; 
b. KPU Kabupaten melaksanakan penehnan terhadap dokumen 

Pemantau Pemihhan dan adambat-lambatnya 3 (uga) hari 

membentahukan haail penelinan kepada calon pemantau Penuhhan: 
c. bag:t Pemantau Pt:m.1hhan yang belum memenuhi peray11rdtan 

diberikan k.esempatll.n selama 7 (tujuh] hari untuk melengkapmya; 
d. KPU Kabupaten membenkan akreditast bag, calon Pcmantau 

Pcmilihan yang memenuhi syarat, 
e. Pemantau yang telah mendapat akredttasi dari KPU Kabupaten 

untuk mcmantau Pem,lihan Um um Kepala Daerah dan Wakil Kep11la 
Oaerah Tahun 2015 diwajtbkan melakukan daftar ulang sesua, 
dengan tata cara pendafiuan dan pemberum akreditaai sebagamuma 
thmaksud dalam Keputuaan ini. 
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BAB III 

PEMBERIAN AKREDITASl PEMANTAU 

A. Ketent11an Pemberian Akredltaa! 

1 KPU Kabupaten membenkan akredstaer bagi caJon Pemantau Pemilihan 
yang memenuh, syarat. 

2 KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemant.au Pemihhan 

Dalam Negeri yang memenuhi persyarat.an berdasarkan ha!lil penelinan 
dengan membenkan Akredrtaai kepada Lembaga Pcmantau Pemtlihan 
Dalam Negen. 

3. Pemantau Pemihhan Dalam Negen yang memenuh, persyaratan 
kelengkapan administrasi d1beri tanda terdaftar sebaga.t Lembaga 
Pemantauan Pemihhan eerta mendapatkan sertifikat Akreditasi dan KPU 
Kabupaten. 

4 Pcmantau Pemilihan Oalam Negeti yang tidak memenuhi kelengkapan 
pereyaratan admimstras1 dmyatakan tidak terakreditasi dan d1Iarang 
melakukan Pemantauan Pemihhan. 

5 KPU Kabupaten menyampalkan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, 
alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana 

dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dtpantau 
kepada Panrtia Pengawas Pt.mt!ihan Kabupaten 

6. Sei.>elum melaksanakan pemantauan. Pemantau Permlihan Dalam Negeri 
waJ,b melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Repubhk Indonesia. 

setempat yang membawahi w1l.i.y.i.h hukum daerah yang dtpantau 

B. Janglm Wald:u Akredita.i 

I. AkredJtasi Pemantau Pemilihan berlaku seJak dnerbitkannya sertifikat 

Akreditasi sampai dcngan tahap penetapan Pasangan Calon terpihh 
ap1tl.1ila pemantauan didjUkan untuk i.eluruh tahapan �nnlihan; 

2. Akreditasi Pemantau Pemihhan berlaku sejak drterbitkannya eertiflkat 

Akreditasi dan berlaku secara efekt,f mu\a.i tahapan tertentu, apabila 
pemantauan dsajukan tJdak untuk seluruh tahapan Pem1hhan 
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BABIV 

TANDA PENGEHAL PEMANTAU 

I. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri h.rnya melalrukan pemantauan pada 
nuatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah 
diejukan kcpada KPU Kabupaten 

2. Anggota Pemantau Pemi!ihan Dalam Negeri selama melaksanakan tugas 
pemantauan, wajrb menggunak!lJl tanda pengenal pemantau Pemilihan. 

3. Karlu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Ne gen d1benkan o!eh KPU 
Kabupaten. 

4, Tanda pengenal Pemantau Pernihhan Dalam Neg!"ri memuat mfonnas1 

tentang : 

a. nam8. dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memberi 
tu gas; 

b. nama anggota Pcmantau Pemihhan Da!am Negeriyang bersangkutan, 
c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Permtihan Dalam Negen yang 

bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwama; 
d. wtlayah keIJa pcmantauan, 

e nomo:r dan tanggal Akreditasi; 

f. masa bt:ilaku Akreditasi Pemant.<u Pemilihan Dalam Neg .. ri 

5 Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada 
tanda pengena.1 yang diakred1tasi oleh KPU Kabupaten. 

6. Tande pengenal Pemantau Pt-milihan Dalam Negeri, berukuran lO cm x 5 
cm, berwarna dasar biru tua 
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BAB V 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANOAlf PEMANTAU 

A, Hali: Pemantau 

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak. 
l. mendapatkan akses di wtlayah Pemilihan; 

2. mendapatkan perhndungan hukum dan keamanan, 

3. mengamati dan mengumpulkan infonnasi jalannya proses pelaksana.an 
Pemilihan dari tahap awal sampa1 tahap akhir; 

4. berada di hngkungan tcmpat pemungutan suara pada hari pemungutan 
suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penglutungan 
suara; 

5 mendapat akses mformasi dan KPU Kabupaten; dan 
6. menggunakan perlo,ngkapan untuk nrendokumentasikn.n kegiatan 

Pcmantauan Pemtlihan sepanjang berkaitan c.lengan pelaksanaan 
Pemihhan 

B. Ke.ajiban Pemantau 
Lernbaga Pemantauan Pem!hhan waJib: 

L mematuhi peraturan perundang·undangan serta menghormal..t 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

2. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan; 

3. melaporkan din, mengurus proses akrednasi dan tanda pengenal 
kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wtlayah kerja pemantauan, 

4. melaporkan din kepada Kepofistan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia 
di wilayah setempat sebelum melakaanakan pemantauan, 

5. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan; 
6. mematutu pennmtaan untuk merunggalkan atnu tidak memasuki 

dacrah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan t,.mpat 
pemungutan suara dengan alaaan keamanan; 

7. menanggung sendin semua biava selama kegiatan pemantauan 
berlangsung, 

8. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pcmant.au Pcmilihan sert.a 

tenaga pendukung admimstratlfkepada KPU Kabupaten sesuai dengan 
wtlayah pemantauan; 

9 menghonnalt peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara 
Pem,hhan serta menunjukkan sump honnat dan sopan kepada 
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penyelenggara Pemihhan dan kepada Perrnlih: 
10. menghormat:J. adat istiadat dan budaya setempat; 
11. melaksanakan perannya acbagai I'emantau Pemlhhan secara obyekttf 

dan tidak berp1hak: 

12. membantu Pemtl.th dalam merumuskan pcngaduan yang akan 
disampaikan kepada pengawas Pemilihan; 

13. menJamm akurasi data dan infcrmaer hasd pemantauan yang dliakukan 
dengan mcngklanfikasi kepada KPU Kabupaten. 

14. menyampatkan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan 

pengh1tungan suara kepada KPU Kabupaten dan pengawas 
penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman haml pemungutan 
suara: dan 

15. menyampaik.an laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten 
dalam waktu palmg lam bat 7 [tuju.h] ban aete\ah pelantikan Bupati dan 
Wak,l Bupati terprlih. 

C. Laranpn Pemautau 
Lembaga Pemantauan Pem1hhan drlarang : 

l. melakukan kegtatan yang mengganggn proses kegiatan pelaksanaan 
Pemihhan, 

2 mempengaruht Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memtlih; 
3 mencampun pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara 

Pem1hhan; 

4. mcmihak kepada peeerte Pemilihan tertentu, 
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lam yang memberikan 

kesan mendukung atau menolak pcacrta Pemilihan, 
6 menerima at.an membenkan hadiah, imbalan, atau fasihtas apapun dan 

atau kepada peserta Pemtlthan; 

7. membawa senjata. bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lamnya 
selama melaknkan pemantauan, 

8. masuk ke dalam tcmpat pemun11;utan suara. 
9. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan tennasuk surat 

suara tanpa persetuJ1.rnn pcnyelenggara Pemi!Jhan; clan 
10. rnelakukan kegiatan lain selain yang berkanan dengan Pernantauan 

Pemilihan. 
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D. Kade Etlk Pemantau 

Kode Etrk Pemantau Pemihhan meliputi : 
1 non partrsan dan netral 

pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan udak memihak 
(•mpartra� 

lnforrnasi tlikumpulkan, d1susun dan dilaporkan secara akurat, 
sistemauk dan dapat d1venfikasi 

2 tanpa kekerasan 

pemantau udak membawa senjata tajam, bahan peledak atau senjata 
selama melaksanakan pemantauan 

3. mematuhi peraturan perundang-undangan 

pemantau mematuh, peraturan perundang-undangan yang berlaku 
4. aukarele. 

pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan pcnuh 
rasa tanggungJawab 

5. integntas 

pemantau tidak mclakukan pmvokasi yang dapa.t mempenga, uln 
pelaksanaan hak dan kewejrban penyelenggara pemilihan 

6 keJUJuran; 

pemantau melaporkan basil pem,mtauannya secarajujur sesuai dengan 
tujuan pemantauan 

7. obyektif 

pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuru dengan 
tujuan pcmantauan 

8. kooperatif 

dalam menjalankan tugasnya, pemantau tidak mengganggu 
penyelengga.raan pemihhan Bupau dan Wakil Bupatl MoJokerto 

9 transparan 

pemantau terbuka dalam melakeanakan tugas pemantauan dan 
hersedia menJelaskan metode, data, analisrs dan kesimpulan herka1tan 
dengan laporan peme'nteuannya 

IO. kemandirian 

pemantau bera,fat mandin dalam melaksanakan tugasnj a tanpa 
mengherapkan pe\ayanan dan penyelenggara pem,lihan 

E. Pencabutan Rak sebapi Pemantau 

l. Lembaga Pemantauan Pem!hhan yang melanggar kewajiban dan 
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larangan dicabut status dan haknya sebag<1i lembaga Pemantauan 
Pem!l1han. 

2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan 
dilakukan oleh pemberi Akreditaf11 

3. Sebelum mencabut status dan hak scbagai lembaga Pemantauan 
Pemilihan, KPU Kahupaten ,.,.ljib mendengarkan penjelasan lembaga 
Pemantauan Pemilihan. 

4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pem1\ihan Da1am 
Negen ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten. 

5. Dalam haf pelanggaran dilakukan oi,o,h Pemantau Pemilihan A,f,n1i: di 
K.abupaten Mojokerto, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU. 

6. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya 
sebagai lembaga Pemantauan Permlrharr dilarang menggunakan atnbut 
lembaga l--'emantauan Penuhhan dan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan Pemantauan Pemrjrhan, 

7 Pelanggaran terhadap kewajrban dan larangan yang bereirat tmdak 

pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan 
Pemilihan, dtkenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 
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BAB VJ 
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN 

I. Pemant.auan Pernilihan dapat dilakukfln pada sebagian Tahapan Pemihhan 
dan /atau seluruh Tahapan Penuhhan mehput, · 
a. Tahap Persiapan 

I) perencanaan program dan anggara.n; 

2) penyusunan dan penandatanganan Naskah Pe!Jat1J1an HRiah Daerah 
(!\PHO); 

3) penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraa Pemihhan, 
4) soaialimi,;,;, penyuluhan, atau bimbingan tekme: 

SJ pembentukan PPK, PPS dan KPPS, 
6) pemantauan Pemilihan; 

7) pengolaharrDaftar- Penduduk Potensia.l Penulih Pem1tihan (DP4); 
8) pemutakhiran data da.n daftar pem,Hh 

b Tahap Penyelenggaraan 

Pemantauan Pemilihan pada Tahap Penyelenggaraan Pemilihan melipuu: 
I) penyerahan clan penehtian ayarat dukungan Pasangan Calon 

pereeorangan: 
2) pendaftaran P,<u,angan Calon; 

3) penyelesaian sengketa TUN Pemilihan: 

4) kampanye; 

5) pelaporan dan audit dana kampanye; 

6) pengadaan dan pendrstribustan perlengkapan pemungutan dan 
pengh,tungan suara; 

7) pemungutan dan penghtrungan: 
8( rekapitulasi hasil penghitungan suara; 

91 pcnetapan Pasangan Ca.Ion tt:rpilih tanpa pennohonan Penwlisihan 
Hasil Pemrhhan (PHP), 

lO)pen)elei,a1an sengketa Perselisihan Hasd Pemihhan (PHP), 
1 l)penetapan Pasangan Ca.Ion terpi\ih pasca putusan Mahkamah 

Konsutus, 
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2. Laporan Pemantauan 

a. Laporan hasol pemantauan mengenai Pemungutan dan Pengh1tungan 
Suara disamprukan kepada KPU Kabupaten dan Penga"'as Pernilihan 
Kabupaten sebelum pengumuman hasil f>enghitungan Suara; 

b Pemantau berkewejrben menyampatkan laporan hasil pantauannya 
kepada KPU Kabupa-tcn dalam wakw paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
pelantlkan Bupati dan Wakil Bupati; 

c Laporan hasil pemantauan drsusun secara sisternatis. obJekt,f, akurat, 
benmbang dan bdak merruhak, serta kebenarannya dapat drveriflkasi. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi ini merupakan 
pedoman bagi Pemantau Dalam Negeti dan KPU Kabupaten dalam kegiatan 

Pendaftaran dan Pembenan Akrcditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupat:J. dan 

Waktl Bupau Kabupaten Mojokarro Tahun 2020. Pemantau Pemthhan 

bertanggung jawab sendui atas semua rencana dan dukungan biaya dalam 
pelaksanaan kegiatannya serta tidal< diperkenankan menggunakan barang- 

barang inventaris Penyelenggara Permlihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2020. 

Ditctapkan di Mojokerto 

Pada tanggal, 31 Oktober 2019 

KETUA KOMISI PEMD.IHAJf UMUM 

KABUPATEN MOJOKERTO, 
ttd 

MUSLIM BUICHORI 

S11llnim sesear dengan aslinya 
8EKRETARIAT KOMIS! PEM!l,lHAN U:\IUM 
K'.Al:IUPATEN MO.JOKF:RTO 
Kepa]a Sub Bagi.an llukum 

BILQIS FADHILLAB 

jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto



lAMPlRAN II 
KEPVrUSAN KOMIS! PEM!LlHAN UMUM 
KABUPATEN MOJOKERTO 
NOMOR 727/PP03.2-Kpt/3S1U/KPU· 
Kab/Xl/2019 
TENT ANG 
TATA CARA PENOAITARt\N DAN 
PEMBERTAN AK.RED IT AS/ UNTUK 
PEMANTAU PEMTLJIIAN DAI.AM NEGERI 
P�DA Pl::MJUHAN BUPAT! DAN WAKIL 
BUPATJ MOJOliliRTO TAIIUN 2020 

FORMULIR PERDAFTARAN DAN AKREDITASI UlITUK PEMAlfTAU 

PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAl'I BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020 

1. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 
Mojokerto'Tahun 2020 

2. Contoh tanda pengenal pemantau dalam negeri dalarn Pemihhan Bupau 
Dan Walal Bupati MojokcrtoTahun 2020 

3 Contoh surat pemyataan mermliki dana 

4 Contoh surat pcrnyataan lembaga yang mdependen dan udak memihak 
kepentingan manapun 

5. Sertifikat 

Ditetapkan dr Mojokerto 

Pada. tanggal, 31 Oktober 2019 
KETUA KOMISI PEMll.JEIAl'l UMUM 

KABUPATEN MOJOKERTO, 

Ud 

MUSLIM BUKHORI 

Salman sesua, rlengan aslinyH 
SRKRETAl{JAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KAFIUPATEN MWOKERTO 
Kepala Suh R:!g,an \lukum 

BILQIS f'ADJUJ I .t.H 
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FORMlJLIK l'�;ND,\f/TARAN l'.l.MANTAU 
PFMILIBAN HUl'Al'I DAN WAKTI, BUPATI J\IOJOKEKl'O 

TAOUN 2020 

Yang bertanda tangan dr hav.ah rm 

Nama Orgamsas1/ 
Badan Hulum/Perscorangan •) 

Akte Notans Organis.a.s1 

Nama Ketua, Sckrctans atau 

Penumpm Orgamsas, 

Norn or K'[ l'/Paspor 

Alamat Lengkap Organisasi/ 

Badan Hulmm/ Persconmgan •) 

Ncgant Asal *) 
(Khusus Pcmantau Luar Negen) 

Kantor 

I 

Nomor 'l elepon Kantor 

Email Kantor 

Nomor Faks1m,h 

' 

Jumlah Anggcta Pemamau 

Deeretvwilayah yang mg,n 

D1pantau 

• Pengalaman Pernantauan 
(Khusw. Pemantau Luar Neg,:n) 

Alnkast Anggota Pemamau dJ 
mas1ng- masmg daerah 

Sumber dana pcmarnauan 

I ' 

' I 

Dem,k,an kcterangan mt saya buat dengan sebenamye, dan apiib,la terda.pat keltdakbenar.in 
terhadap data pada rsran fonnulir dJ eras, ,;a.ya het'IOO,a menanggung abbat hulammya dan 
bcrsed.la menaah dan mematuhi segala letentuan yang tclah dJtetapkan olch KPU RI, KPU 
Provtnsi Jawa Timur atau KPU Kabupatcn Mo1olcrto) 

Perno hon 

(Nama Lengkap Ketua/Perseorangan •) 
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l lns1 olch Panit1a Akrcd1tas1 

Nomor 
Akred1tasi Dncnma oleh 

Tarnla Tangan Persetujuan 
Ketua Panma Akre,1>tas1 

Dnenma tanggal �--------- 

DIM<iUJU1 tanggal L _ 
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CONTOH ID CARD : 

FOTO 
4X6CM 
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SLIKA'I' P•:1tNYATAAN 

SUMBE:R 04.l'iA 

:Saya yang bertanda tangan d, bawah 11u . 

N=• 

Jabatan 

mcnvatakan hahwa Lcmbaga/Pcr.eorangan •) 

Pemantau , memrhki dana yang berasal dan 

Dcmrkran pt:myataan iru save buat dcngan sesungguhnva. dan Jika crkemudian harr 

temyata pcrnyataan yang saye buat udak benar, maka saya bcrscdta dituntut d, muka 

pengadilan sesuai dcngan peraturan perundang-un<.!angan 

Matera1 

Rp 6000 

(Nama lenglap) 

Keterangan 

•) Coret yang udak deperlukan. 
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KOMIS! PEMILfflAN LIMU.M KABUPATEN MOJOKERTO 

KARTU AKREDITASI PEI\IA.'ffAU 
PEMILUIAN Blll'AI I DAN WAKTL BUPA'JJ 

MOJOKERTO T AITUN 2020 

Nama Pemamau 

Nomor Akreduast 

Masa Berlaku Akredrtas, 

Alamat Pemantau 

Nama Pemantau 

A!amat Tempnt Tmggal 

Angg:ota Pemamau 

wrlayah Pemantau 

KOM!SJ PFMIT ,rnAN UMUM 
KABUf'A TEN MOJOKURTO 

Kcrua 
Pas Photo 

''' 
'\fJ)SLL\1 DUK.HORI 

Kelerangan 

") Core! )ang \lolal drpetlukan 
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SUltAI' P.E:RNYATAAN 

INDEPENDENSI PEI\L\NT AU 

Say a vang bertanda tangan d1 hawah nu 

N=• 

Jabatan 

MenyataJ..an 

Pemamau 

Lcmbagall'enenrangan ., 
. , adalah lcmbagalpen.eoT11J1gan •} yang 

mdependcn dan udak mermhak J..cpada kcpcntmgan manapurt 

Dcmtkran pcmyataan iru saya buat dengan sesungguhnva dan Jlka d,kemudmn ban 

ternyata pernyataan yang saya buat udak bcnar, maka saya bersedta duuntut d, muka 

pengadilan scsuai <.kngan peraturan pcrundang-unda.ng,1n 

M�1.,.,-a1 

Rp 6 000 

( Nama Lenglap) 

Ketcra.ngan *) Corel yang ndak drperlusan 

jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto



I • i 

>o , a • • , . 
Z O • a 5 :lE 
• z . " • • - . " , • • 0 • • • 

·a 

§ 

z < r 

.... 
·, "··· . ' ,'r - I � . . . . 
• p� ....... 

• 
' 

jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto


